
		

[bookmark: _GoBack]BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan
1. [bookmark: _Hlk147866890]Pengaturan hukum pungutan liar yang dilakukan anggota Polisi Satuan Lalu Lintas  diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik, Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dan KUHPidana serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang  mengatur bahwa setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus dapat mencerminkan kepribadian, menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila.
1. Pertanggungjawaban anggota Satuan Lalu Lintas yang melakukan pungutan liar, maka Kepolisian Daerah Sumatera Utara memberikan tindakan tegas kepada anggotanya yang terbukti melakukan pungutan liar dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat diberi sanksi yaitu dicopot dari jabatannya dan tidak diizinkan untuk melaksanakan tugas lalu lintas di lapangan dan ditugaskan sebagai Pegawai Harian Lepas (PHL).
1. [bookmark: _Hlk147866909]Penyelesaian pelanggaran kode etik Polisi Satuan Lalu Lintas  Polda sumut yang melakukan pungutan liar adalah dengan membentuk tim khusus (Timsus) yang bertugas memberantas anggota polisi yang melakukan pungutan liar (Pungli) saat menjalankan tugas negara.  Tim ini bertugas untuk memantau aktivitas anggota di tingkat internal dan eksternal kepolisian.
1. Saran
0. Agar pungli diberantas sampai ke akar-akarnya karena merusak moral masyarakat dan pelaku harus ditindak agar menjadi efek jera bagi para pelaku untuk tidak melakukan pungli dikemudian hari. 
0. Penerapan pertanggungjawaban pidana harus dilakukan lebih optimal, terpadu dan terarah yang tidak hanya penerapan dalam landasan teori yaitu pembuatan sejumlah peraturan perundang-undangan, melainkan juga penerapan yang diwujudkan dalam praktek sebagai salah satu upaya nyata keseriusan Polri dalam hal mencegah dan memberantas tindak pidana pungutan liar oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
0. Meningkatkan pembinaan internal mengenai kode etik dan disiplin kepada anggota kepolisian agar dapat melaksanakan kewajiban sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan tidak menyalahgunakan kekuasaannya untuk mencari keuntungan pribadi. 



